
BERITADAERAH 

PROVINSlJAWA TENGAH 

TAHUN 2008 NOMOR 104 

PERATURAN GUBERNURJAWA TENGAH 

NOMOR 104 TAHUN 2008 

TENTANG 

PENJABARANTUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA 
KERJASEKRETARIAT BADAN KOORDINASI 

PENYULUHAN PERTANIAN,PERIKANAN DAN 
KEHUTANAN PROVINS! JAWA TENGAH 

DEN GAN RAHMAT TUHANYANG MAHAESA 

GUBERNURJAWA TENGAH, 

Menimbang bahwa dalam rangkamelaksanakanketentuanPasal 
34 Peraturan DaerahProvinsi Jawa TengahNomor 
10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja 
LembagaLainDaerahProvinsi Jawa Tengah, maka 
perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang 
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Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata 
Kerja Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan 
Pertanian,PcrikananDanKehutananProvinsiJawa 
Tmgah; . 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
PembentukanProvinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, TambahanLembaranNegaraRepublik 
IndonesiaNomor4389); . 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
PemerintahanDaerah(Lembaran NegaraRepublik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
U ndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
PemerintahanDaerah (Lembaran NegaraRepublik 

· Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat 
Dan Pemeriritahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang 
Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan · Dan 
Kehutanan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia 
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Tahun 2006 Nomor 139, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4252); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Petnbinaan Dan Pengawasan 
PenyelenggaraanPemerintahanDaerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
125, .Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembangian UrusanPemerintahanAntara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 
PemerintahanDaerahKabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 82, 
Tambahan LembaranNegara Republiklndonesia 
Nomor4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah 
(LembaranNegaraRepubliklndonesia Tahun2007 
Nomor 89, TambahanLembaran Negara Republik 

· IndonesiaNomor4741); 
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 
4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
Tengah Nomor 8); 

10. PeraturanDaerahProvinsiJawa TengahNomor 10 
Tahun 2008 tentang Organisasi Dan.Tata Kerja 
Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2008 Nomor 10 Seri D Nomor 6, Tambahan 
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. BAB II 
PENJABARANTUGASPOKOKDANFUNGSI 

Bagian Pertama 
Sekretariat BAKORLUH 

Pasa12 
Sekretariat BAKORLUH mempunyai tugas pokok memberikan 
pelayanan teknis clan administratif kepada BAKORLUH dalam 
menyelenggarakan tugas, fimgsi dankewenangannyadi bidangkoordinasi 
penyuluban. 

Pasal3 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud da1am 
Pasal 2, Sekretariat BAKORLUH mempunyai fungsi: 

7. Ketua Badan Koordinasi Penyuluhan yang selanjutnya disebut 
Ketua BAKORLUH adalah Ketua Badan Koordinasi 
Penyuluhan Provinsi Jawa Tengah 

8. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan yang selanjutnya 
disebut Sekretariat BAKORLUH adalah Sekretariat Badan 
Koordinasi PenyuluhanProvinsi Jawa Tengah. 

9. Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan yang 
selanjutnya disebut Kepala Sekretariat BAKORLUH adalah 
Kepala Sekretariat BadanKoordinasi Penyuluhan Provinsi Jawa 
Tengah. 

10. Penyuluhan adalah penyuluhan pertanian tanaman pangan, 
hortikultura, perkebunan, petemakan, perikanan clan kehutanan 

11. JabatanFungsional adalahkedudukan yang menunjukkan, tugas, 
tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri 
Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 
didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta 
bersifatmandiri. I 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

MEMUTUSKAN, 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG 
PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI 
DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN 
KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN 

' PERIKANAN DANKEHUTANANPROVINSI 
JAWAIBNGAH. 

Lembaran Daerah Provinsi J awa Tengah 
Nomor 16); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57tahun 
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi 
Perangkat Daerah; 

Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah. 
Kabupaten/Kota adalahkabupaten/kota di Jawa Tengah. 
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 
Gubemur adalah Gubernur Jawa Tengah. 
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi J awa 
Tengah. 

Badan Koordinasi Penyuluhan yang selanjutnya disebut 
13AKORLUH adalah Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi 
Jawa Tengah. 

Menetapkan 

Pasall 
Dalam Peraturan Gubenurini yang dimaksud dengan: 
I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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1 pelaksanaan tata usaha kesekretariatan. 

Pasal 5 

(1) Kepala Sekretariat BAKORLUH, membawahkan: 

a. Bagian Tata Usaha; 

b. Bidang Kelembagaan; 
c. Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan; 

d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia; 

e. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagian Tata Usahasebagaimanadimaksud padaayat(l), dipimpin 
oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat 
BAKORLUH .. 

(3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), masing­ 
. masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat 
BAKORLUH. 

( 4) KelompokJabatanFungsional sebagaimana dimaksud padaayat 
(1 ), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai 
ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Sekretariat BAKORLUH. 

Bagian Ketiga 
Bagian Tata Usaha 

Pasal6 

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan 
adm.inistrasi, clan pelaksanaan di biclang program, keuangan, umum dan 
kepegawaian. 

Bagian Kedua 
Kepala Sekretariat BAKORLUH 

Pasal4 

Kepala Sekretariat BAKORLUHmemimpin pelaksanaan tugas pokok 
clan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. 

a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi penyuluhan lintas sektor; 
b. optimalisasi partisipasi masyarakat dalam penyuluhan; 
c. advokasi masyarakatdalam penyuluhan denganmelibatkan unsur 

pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi, clan sasaran 
penyuluhan; 

d. penyusunan programa penyuluhan provinsi yang sejalan dengan 
kebijakan clan programa penyuluhan nasional; 

e. pelaksanaan satuan administrasi pangkal penyuluh pertanian, 
perikanan, clankehutanan pegawai negeri sipil yang bertugas pada 
tingkat provinsi; 

f pelaksanaan penyuluhan; 

g. pengelolaan pembiayaan penyuluhan; 
h. . pemantauan clan evaluasi penyuluhan; 

i pengembangan kelembagaan pelakuutama clan pelaku usaha 
untukmengembangkan usaha tani clannelayan; 

J. pengembangan forum masyarakat untuk mengembangkan 
usahatani nelayan dan memberikan umpan balik kepada 
pemerintah daerah; 

k. peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya 
dan swasta; . 
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Pasal 7 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 6, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di 
bidang program; 

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di 
bidang keuangan; 

c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di 
bi dang umum dankepegawaian; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekretariat 
BAKORLUH sesuai dengan tugas dan fungsinya 

Pasal8 
(1) Bagian Tata Usaha, membawahkan: 

a. SubbagianProgram; 

b. SubbagianKeuangan; 

c. Subbagian UmumDanKepegawaian. 

(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepadaKepala Bagian 
TataUsaha. 

Pasal9 

Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 
perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan 
administrasi, dan pelaksanaan di bidang program, meliputi : koordinasi 
perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan 
sistem informasi di lingkungan Sekretariat BAKORLUH. 
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Pasal 10 
Subbagian Keuangan mempunyai tugasmelakukan penyiapan bahan 
perumusankebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pelayanan 
administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi : pengelolaan 
keuangan, verilikasi, pembuk:uan clan a1a.mtansi di lingkungan Sekretariat 
BAKORLUH. 

Pasal 11 · 

Subbagian Umum DanKepegawaian mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, 
pengkoordinasian, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang 
umum dan kepegawaian, meliputi : pengelolaan administrasi 
kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, 
ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Sekre­ 
tariat BAKORLUH. 

Bagian Keempat 
Bidang Kelembagaan 

Pasal 12 

Bidang Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
pelayanan teknis danadministratif di bidangkelembagaan penyulnhanan, 
pelaku utama dan pelaku usaha, 

Pasal 13 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 12, Bidang Kelembagaanmempunyai fungsi: 

a. penyiapan bahan pelayanan teknis dan administratif di bidang 
kelembagaan penyuluban; 

b. penyiapan bahan pelayanan teknis dan administratif di bidang 
kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha; 
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c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekretariar 
BAKORLUH sesuai dengan tugas clan fungsinya. 

Pasal 14 

(1) Bidang Kelembagaan, membawahkan: 

a. SubbidangKelembagaanPenyuluban; 

b. Subbiclang Kelembagaan Pelaku Utama Dan Pelaku Usaha. 

(2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang 
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bi dang 
Kelembagaan. 

Pasal 15 
Sub bi dang Kelembagaan Penyuluhan mempunyai tugas melakuk:an 
penyiapan bahan pelayanan teknis dan administratif di bidang 
kelembagaan penyuluhan, meliputi: pelaksanaankoordinasi, pelayanan 
administrasi dan fasilitasi pengembangan kelembagaan penyuluh PNS, 
swasta dan swadaya. 

Pasal 16 

Subbidang KelembagaanPelaku Utama DanPelaku Usahamempunyai 
tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan teknis dan administratif 

· di bidang kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha, meliputi : 
pelaksanaan koordinasi, pelayanan administrasi dan fasilitasi 
pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha. 

Bagian Kelima 
Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan 

Pasal 17 

BidangPenyelenggaraanPenyuluhanmempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan pelayanan teknis dan administratif di bidang programa clan 
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pengembangan metode, clan pengembangan materi penyuluhan dan 
kemitraan usaha 

Pasal 18 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal I 8, BidangPenyelenggaraanPenyuluhanmempllllyai fimgsi: 
a. penyiapan bahan pelayanan teknis dan administratif di bidang 

programa clan pengembangan metode; 

b. penyiapan bahan pelayanan teknis dan administratifdi bidang 
pengembangan materi penyuluban clan.kemitraanusaha; · 

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekretariat 
BAKORLUH sesuaidengan tugas clan fungsinya. 

.Pasal 19 

(I) BidangPenyelenggaraanPenyuluhan,membawahkan: 

a. Subbidang ProgramaDan PengembanganMetode; 

b. SubbidangPengembanganMateriPenyuluhanDanKemitraan. 
Usaha. 

(2) Subbidang-subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat(l ), 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang, yang 
beradadi bawah clan bertanggungjawabkepadaKepalaBidang 
PenyelenggaraanPenyuluban. 

Pasal 20 
SubbidangProgramaDanPengembangan Metode mempunyai tugas 
meJakukan penyiapan bahan pelayanan teknis danadministratif di bidang 
programadan pengembanganmetode, meliputi : sinkronisasi penyusunan 
program dan program.a penyuluhan, pelaksanaan koordinasi bidang 
program.a clan pengembanganmetoda penyuluhan. 
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Pasal 21 
Subbidang P'engembangan Materi Penyuluhan DanKemitraan Usaha 
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan teknis dan 
administratif di bidang pengembanganmateri penyuluhan dankemitraan 
usaha, meliputi : koordinasi dan sinkronisasi bidang pengembangan 
materi clan kemitraan usaha. 

Bagian Keenam 
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pasa122 

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan pelayanan teknis dan administratif di bidang 
pengembangan sumber daya manusia penyuluh, pelaku utama dan 
pelaku usaha. 

Pasa123 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22, Bidang Pengembangan Sumber DayaManusiamempunyai 
fungg: 
a. penyiapan bahan pelayananteknis dan administratif di bidang 

.pengembangan sumberdayamanusia penyuluh; 

b. penyiapan bahan pelayanan teknis dan administratif di bi dang 
pengembangan sumberdayamanusia pelaku utama dan pelaku 
usaha; 

c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekretariat 
BAK.ORLUH sesuai dengan tugas dan fungsinya 

Pasa124 

(1) Bidang Pengembangan Sumber DayaManusia, membawahkan: 
a. SubbidangPengembangan Sumber Daya Manusia Penyuluh; 
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b. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pelaku 
UtamaDan.Pelaku.Usaha, 

(2) Subbidang-subbidang sebagaimanadimaksud pada ayat (1 ), 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala.Subbidang yang 
beradadi bawahdan bertanggungjawab kepada KepalaBidang 
Pengembangan SumberDayaManusia. 

Pasal25 

SubbidangPengembmgan SumberDayaManusiaPenyuluhmempunyai 
tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan teknis clan administratif 
di bidang pengembangan sumber daya manusia penyuluh, meliputi : 
penyusunan bahan materi akreditasi penyuluh swasta dan swadaya, 
pelaksanaan koordinasi dan pelayanan adniiriistrasi bidang 
pengembangan sumberdayamanusia penyuluh. ' 

Pasa126 

Subbidang Pengembangan Sumber DayaManusia Pelaku UtamaDan 
Pelaku Usabamempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan 
teknis danadministratif di bidangpengembangan sumber dayamanusia 
pelaku utama danpelaku usaha, meliputi : fasilitasi koordinasi dalam 
penyusunan bahan penilaian kelas kelompok pelaku utama, pelak:sanaan 
koordinasi danpelayanan administrasi pengembangan sumber daya 
manusiapelakuutamadan pelaku usaha. 

Bagian Ketnjuh _ 
KelompokJabatan Fungsional 

Pasa127 

Kelompok JabatanFtmgSional mempunyai tugas sesuai denganJabatan 
Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
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Pasal28 
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga 

fimgsional yangterbagi da1arn berbagai kelompok sesuaidengsn 
bidang kf'Abliannya. 

(2) JumJab.JabatanFungsional sebagaunanadimaksud padaayat (1 ), 
ditentnkan berdasarkan kebntnhan dan beban kerja. 

(3) Jenis danjenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang­ 
nndangan yang berlaku. 

( 4) Pembinaan temadap PejabatFungsionalsebagahnanadimaksud 
pada ayat (1 ), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

BABfil 
TATAKERJA 

Pasal29 
Kepala SekretariatBAKORLUH, KepalaBegian Tata Usaha, Kepala 

· Bidang, Kepala Subbagian, KepalaSubbidang dalam melaksanakan 
.mgasnyaberdasarkan peraturm penmdang-undangan yang berlakudan 
kebijakanyang ditetapkan olehGubernnr; · 

Pasal30 
Kepala SekretariatBAKORLUH,KepalaBagianTata Usaha, Kepala 
Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dalam melaksanakan 
tugasnya memperbatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan 
pelaporan sesuai dengan bidangtugasnyamasing-masing. 

Pasal31 
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekretariat BAKORLUH, 
KepalaBagian Tata Usaha, KepalaBidang, KepalaSubbagian, Kepala 
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Subbidang, clan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasidan sinkronisasi secaiavertikal maupunhorisontal 
baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam linglrungan 
Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya 
masing-magng. 

Pasal32 
(1) Kepala Sekretariat BAK.ORLUH, Kepala Bagian Tata Usaha, 

Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang pada 
SekretariatBAK.ORLUHbertanggungjawabdalam memimpin, 

· mengkoordinasikandanmemberikan bimbinganserta petunjuk­ 
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawabannya masing-masing. 

(2) Kepala Sekretariat BAK.ORLUH, Kepala Bagian Tata Usaha, 
Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang wajib 
mengikutidanmematubi petunjuk-petunjuk dan bertanggung 
jawab padaatasanmasing-masing sertamenyampaikan laporan 
tepat padawaktunya. 

(3) Dalammenyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, 
tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi 
lain di lingkungan Sekretariat BAKORLUH yang secara 
�onalmempunyaihubuogankerja. 

(4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Sekretariat 
BAK.ORLUH, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, 
Kepala Subhagian, Kepala Subbidang dari bawaban wajib diolah 
clan dipergunalcansebagai baban penyusunan Iaporanlebih lanjut 
dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada 
bawahan. 

Pasal33 
KepalaBagian,KepalaBidang,danPejabatFungsionalmenyampaikan 
laporan kepada Kepala Sekretariat BAK.ORLUH dan berdasarkan 
hal tersebut Kepala Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala 
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Kepala Sekretariat BAKORLlIB kepada Ketua BAKORLlIB, serta 
kepada Gubemurmelalui SEKDA. 

BAB IV 
KEPEGAWAIAN 

Pasal34 

Jenjangjabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasa135 

Kepala Sekretariat BAKORLUH, Kepala Bagian, Kepala Bidang, 
Kepala Subbagian, Kepala Subbidang danKetuaKelompok Jabatan 
Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang 
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BABY 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasa136 
Bagan Organisasi Sekretariat BAKORLUH sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Gubemur ini. 

BAB VI 
PENUTUP 

Pasa137 
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubemur ini sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Sekretariat 
BAKORLUH. 
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Pasa138 
Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orangmengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Provinsi Jawa Tengah. 

Ditetapkan di Semarang 

pada tanggal 31 Juli 2008 

GUBERNURJAWATENGAH 

ttd 

ALIMUFIZ 

Diundangkandi Semarang 

pada tanggal 31 Juli 2008 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

JAWATENGAH 

ttd 

HADIPRABOWO 

BERITA DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH TAHUN 2008 
NOMOR 104 
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BAGAN ORGANISASI 
BADAH KOORDINASI PENYULUHAN PROVINS! 

LAMP�AH 
PERATURAH OUBERNUR JAWA TEHOAH 

co 
........ 
0, 

JAWATENGAH HO MOR 104 TAHUN2008 
TAHGGAI. 31 JULI 2008 

KEPALA 
SEKRETARIAT 

I BAOIAH I I TATAUSAHA 

. 

I II II -- I -- -- -- - - - 
I I 

KELOMPOK BIOAHO BIDAHO Bl DANO 
JABATAH ICELEMBAOMN PENYELEHOOARMN PEHOEMBAHOAH 
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